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Terkait Dugaan
Korupsi Dana
Prajabatan 2009

BANGGAI - Kejaksaan
Negeri (Kejari) Luwuk
menjebloskan Kepala Badan
Pendidikan dan Latihgn
(Diklat) Kabupaten Bang ax,
Drs Mustar Ahmad, M
Lembaga Pemasyarakatan (LP)
Kelas II B Luwuk. Penahanan
itu, dilakukan karena yang
bersangkutan terindikasi
melakukan tindak pidana
korupsi dana APBD tahun 2009
tentang penyelenggaraan
Diklat Prajabatan Golongan I,
I dan III sebesar Rp300 juta
lebih.

Bukti-bukti yang ditemukan
pihak  penyidik  telah
menunjukan adanya dugaan ke
arah penyimpangan dana.
Kepala Kejaksaan Negeri
(Kajari) Luwuk M Syarifuddin,
SH, MH, Selasa (14/9) lalu

menegaskan, tidak
memberikan toleransi bagi
siapapun yang melakukan
tindak pidana korupsi.
Penegak hukum harus
berlaku adil kepada masyarakat
dan siapapun yang melakukan
tindak pidana harus
mempertanggungjawabkan
perbuatannya dan apabila
dinyatakan bersalah harus
dihukum. “Kita harus berlaku
adil, kepada masyarakat kecil
yang mencuri ayam saja,
dihukum. Lalu para pejabat yang
melakukan tindak pidana korupsi
ratusan juta, miliaran bahkan
triliun dibiarkan ‘berkeliaran
saja. Itu merupakan kebijakan
yang tidak adil, tahan mereka
dan proses secara hukum bagi
para koruptor,” katanya.
Menurutnya, pihak Kejari
Luwuk telah menunggak
beberapa kasus tindak pidana
korupsi yang belum
ditindaklanjuti, hingga ke
proses penuntutan di tingkat
pengadilan negeri. Salah
satunya adalah kasus dugaan

tindak pidana kodupsi dana
penyelenggaran Diklat
Prajabatan Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) golongan
I, IT dan IIT yang melibatkan
Kepala Diklat Kabupaten
Banggai Drs Mustar Ahmad,
MM.

Seluruh tunggakan kasus
tindak pidana korupsi tersebut,
segera ditindaklanjuti ke
pengadilan dan diselesaikan
secara hukum, tidak ada istilah
tebang pilih dalam proses
hukum. Setiap warga Negara
harus taat hukum dan
bertanggungjawab atas semua
pelanggaran hukum yang
merugikan Negara, daerah dan
masyarakat.

Dana penyelenggaraan
Diklat prajabatan terhadap 800
orang CPNS tahun 2009
berasal dari tiga pos
pembiayaan yakni APBD
sebesar Rp227 juta, ditambah
lagi sebesar Rp1,1 miliar pada
Anggaran Biaya Tambahan
(ABT) 2009, dan kontribusi
peserta sebesar Rp2 juta untuk

golongan III dan golongan I
dan II sebesar Rpl,7 juta.

Dikatakan, dalam
pengembangan penyidikan
ditemukan kejanggalan yang
mengarah kepada tindak pidana
korupsi dan indikasi lain yang
dilakukan oleh Kepala Badan
Diklat Kabupaten Banggai.
Namun, penyelesaian sempat
terhenti tanpa alasan yang jelas.
Karena itu,  pihaknya
mengangkat kembali kasus
dugaan korupsi itu, untuk
memberikan keadilan kepada
masyarakat.

Kepala Diklat Kabupaten
Banggai Mustar Ahmad
diancam dengan pasal 2, pasal
3 jo pasal 18 jo pasal 64, pasal
12e Undang-Undang Tindakan
Pidana Korupsi. Karena
ancaman hukumannya lebih
dari lima tahun, maka yang
bersangkutan harus ditahan
selama 20 hari, dan bisa
diperpanjang selama 40 hari.

-Penahanan Kepala Diklat
Kabupaten Banggai Drs Mustar
Ahmad, MM itu mengundang

reaksi keras dari pemerintah
Kabupaten Banggai. Sekretaris
Kabupaten Banggai H Musir A
Madja, SH, MM langsung
menelepon Kajari Luwuk,
untuk mempertanyakan
penahanan Mustar Ahmad.

Kajari Luwuk M Syarifudin,
SH, MH mengakui, telah
menahan yang bersangkutan
sesuai hukum yang berlaku,
bahkan yang bersangkutan
telah dilimpahkan ke Lembaga
Pemasyarakatan (LP) Klass II
B Luwuk untuk menjalani
penahanan pemeriksaan selama
20 hari dan bisa ditambah 40
hari kalau dibutuhkan. “Saya
tidak mengetahui maksud dan
tujuan Sekab menelponnya
terkait penahanan Kepala
Diklat Kabupaten Banggai.
Saya sudah memberikan
penjelasan kepada Sekab
Kabupaten Banggai soal
penahanan itu, dan saya akan
menyampaikan tembusan
berita acara penahanannya
kepada Bupati Banggai,”*
katanya.(rd)

£











